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Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024
Aditya Halindra Faridzky, S.E. dan Drs. Joko Sarwono
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, dalam rangka melakukan upaya
pencegahan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Partai Politik

Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan
Gubermnur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, disebutkan bahwa:

Ayat (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan
Partai Politik dapat diperoleh dari:

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon;

b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
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c¢. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan
dan/atau badan hukum swasta.

Ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon
wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan
didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang disebutkan bahwa:

Ayat (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU
Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1
(satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye
berakhir.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka (1) dan angka (2) tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten
Tuban mengimbau kepada Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban
Tahun 2024 agar mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang
berlaku..

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip.
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